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PUTUSAN
Nomor 573/Pdt.G/2024/PA .Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, |GGG - pat'tanggal lahir: Jenggik, 17

Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1,
pekerjaan Karyawan Dinas Pariwisata Lombok Timur, tempat
tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, Nomor Handphone:
087715991993, Email: sgelman385@gmail.com, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KOTA MATARAM, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 29 April 2024
telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 29
April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang
menikah pada tanggal 08 April 2020 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
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B.127/Kua.18.03.19/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, tertanggal 21 Maret
2024;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
KABUPATEN LOMBOK TIMUR, vyakni rumah kediaman orang tua
Penggugat selama kurang lebih 2 minggu kemudian berpindah tempat
tinggal ke KOTA MATARAM dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ken Zaidan Azfar
Rayatulloh, tempat tanggal lahir, Mataram, 26 Januari 2021 (lkut
Penggugat);

3. Bahwa sejak bulan Januari 2023, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:

e Tergugat sering diam seribu bahasa sehingga Penggugat merasa
diabaikan dan kurang diperhatikan oleh Tergugat;

¢ Tergugat kurang tebuka dalam hal keuangan kepada Penggugat;

e Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin
Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya
pada bulan Juni 2023 akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi
tidak berhasil,
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7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Penggugat bersedia
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada sidang pertama
tanggal 14 Mei 2024 dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir
tanpa alasan yang sah meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan dan
dipanggil untuk menghadap sidang dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
SUHIRMAN, S.H., CPM tanggal 28 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah agenda mediasi olehnya
Tergugat dinilai tidak menggunakan haknya dipersidangan baik itu hak jawab
maupun hak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 471.1/003/PEM/2024 tanggal
20 Maret 2023 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Terara XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor
B.127/Kua.18.03.19/PW.01/03/2024 Tanggal 21 Maret 2024. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat
tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

— Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri;

— Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

— Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak, bernama || GcCNGEEEE

— Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini
sudah berpisah rumah;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perpisahan
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang tebuka
dalam hal keuangan bahkan Tergugat kurang bertanggung jawab
terhadap nafkah Penggugat;

- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah rumah sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang dan

sudah tidak bersatu lagi;
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- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi pernah menemui keluarga Tergugat agar Penggugat
dan Tergugat dapat dirukunkan Kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini
adalah yang kedua kalinya;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan XxXX XXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Kakak Sepupu Penggugat;

— Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sah;

— Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,;

lcanwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

telah dikaruniai seorang anak, bernama [ EGTGcGcCNG

— Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, yang mengakibatkan antara Penggugat
dan Tergugat sudah sudah berpisah sejak sekitar 11 bulan yang
lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

— Bahwa saksi berdasarkan cerita dari Penggugat penyebab
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang
tebuka dalam hal keuangan bahkan Tergugat lalai terhadap

tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat;
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— Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan
tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g
jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai
Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang tebuka dalam hal keuangan

bahkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin
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Penggugat akibatnya sejak juni 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga
sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada agenda sidang pemeriksaan
pokok perkara Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim
menilai Tergugat tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah
memenuhi  syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup,
bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan
dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa
identitas Penggugat benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga
sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
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isteri itu tentang adanya perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal alat
bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu, adalah fakta
yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang diajukan
Penggugat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
KABUPATEN LOMBOK TIMUR;

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan
harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ken Zaidan Azfar
Rayatulloh;

— Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena Tergugat kurang tebuka dalam hal keuangan bahkan
Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin
Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11

bulan lamanya;
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— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga
namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan baik
melalui pembuktian Penggugat dapat ditemukan pokok-pokok fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
08 April 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Ken Zaidan Azfar Rayatulloh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama
kurang lebih 11 bulan lamanya,;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar
berkumpul kembali namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dimana telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan anatara Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan lamanya, dan
tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah
rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja
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tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena
itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan
fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah
(broken marriage), dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun
kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana
sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 273
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa: “cekcok, hidup
berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan
fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017
tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk
didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan
dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379
K/IAG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami istri yang
tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah
memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”7 (vide
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan
Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar
Agama angka 1 yang menjelaskan: "Perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah
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berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta
hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". Maka dengan melihat
fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah selama 11
bulan lamanya, kiranya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka
gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan
Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta
memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
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2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 27 Zulgaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Joko Tri Raharjo, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Anwar,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Joko Tri Raharjo, S.H.
Hakim Anggota | Hakim Anggota ll

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. Fauzi Prihastama, S.Sy.
Panitera Pengganti

M. Anwar, S.H.
Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
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3. Panggilan : Rp. 365.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).
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